SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA

PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR
BANK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH JAWA TIMUR

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan
Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Bank
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur, telah
dilakukan penyertaan modal Daerah Kabupaten Magetan
kepada PT BPR Jatim (Perseroda);

. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan

Badan Usaha Milik Daerah, sekaligus untuk mendorong
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu
dilaksanakan penambahan penyertaan modal Daerah
Kabupaten Magetan kepada PT BPR Jatim (Perseroda)

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 21 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perubahan



Mengingat

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada
Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur
Bank Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4756);



7.

10.

11,

12,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tetang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6726);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat
Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,
Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 155);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun
2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk
Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat KURK Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas
Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 8) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penggabungan dan
Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat KURK Jawa Timur menjadi
Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 106);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan
Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Bank
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:



Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR
BANK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH JAWA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal
Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat
Jawa Timur Bank Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 49), diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada
PT BPR Jatim tahun 2023 sampai dengan tahun 2026
sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:

a. tahun 2023 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah);

b. tahun 2025 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah); dan

c. tahun 2026 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah).

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan memedomani ketentuan
mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

(3) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT
BPR Jatim sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar
Rp3.196.042.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh
enam juta empat puluh dua ribu rupiah).

(4) Pengalokasian penyertaan modal Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan dimuat pengaturannya
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun

anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan:



a. kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran
berkenaan;dan

b. prestasi kinerja PT BPR Jatim (Perseroda).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Desember 2022
BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 6 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
HERGUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR:200-5/2022

SDIY, . B.H., MSi.
G ERempbing TingHat I
NIP:1974020 0003 1 004




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS

BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR
BANK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH JAWA TIMUR

UMUM

PT BPR Jatim (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sahamnya juga dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten Magetan. Sebagai salah satu pemilik saham,
Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyertakan modal pada PT BPR
Jatim (Perseroda) sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan
Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Bank Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Jawa Timur.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan
semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, maka
mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya
meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka
meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten
Magetan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan
dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah
yang Dbertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan
meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim wusaha yang
menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di
Kabupaten Magetan. Hal tersebut melandasi perlunya dilaksanakan
kembali penyertaan modal kepada PT BPR Jatim (Perseroda).



Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan
dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta
berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada, perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan
Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa
Timur Bank Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 121



